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TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusart

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

314/ORT .O7-Kpt/Ot IKPU lV /2021 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang

penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pekalongan Tahun 2022;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun2o17 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birotr<rasi 2OLA-2425;

1.

2.
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3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor g Tahun
2}lg tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor 3201,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah
dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2A2l Tentang perubahan

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor B

Tahun 2Ol9 Tentang Tata Keq'a Komisi pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor Z86l;

Peraturan Komisi Pemilihan umum Repubrik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2O2O Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kery'a Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Provinsi, Dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2O Nomor 1236);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor aa\;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor

aa\;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

612lORT.OaKpt/05/KPU/xIrl 2O2O tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 1 4/ ORT .O7 -Kpt/ Ol / KPU /V / 2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Umum Provinsi

Kabupaten/Kota;
dan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2022.

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten pekalongan

Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam la.mpiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEKALONGAN

Hukum

DIN
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LAMPIRAN
KEPLTTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALoNGAN NOMoR : OS/HK.O3.t/3326/2022
TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKAI.ONGAN TAHUN 2022

RTNCAITA AKBI REFORMASI BIROIIRASI
DI LINGKTINGAIY I{PI' KABT'PATEIT PEIGLOIYGAN TATIUil %)22

NO AREA

PERUBA{AA'
KEGIATAN

PETAKSANAATII (BUtAN)SUB I(EGIATAN

1

II{ DITATO R KE BER HASITAN

2 4 6 7 83 10 724
7 9 11 13 7

KETERANGAN

kTim Reformasi Birokrasi
yang ditetapkan dengan keputusan

1. Membentu 1. (eputusan tentang Tim Reformar
Birokmsi yang melibatkan seluru
unit organbasi

v

2. Pembangunan komitmen bersama
seluruh jajaran pegawai dan pejabat
untuk melaksanaka n Reformasi
Birokrasi secara konsisten dan
melakukan perubahan mental

2. Xegiatan kkk off (deklarasi)
pelaksanaan Reformasi Birokrasi

l' Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi

3. Sosialisasinilai- nilai untuk
menegaskan integritas

3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai
minimal satu tahun sekali

I v v v v v v v v v v
1, lnternalisasi secara terus menerus

Reformasi Birokrasi dan rencana aksi

1. Kegiatan manajemen perubahan
paling sedikit dua kali dalam satu
tahun

v v \l v ,l v v v { rl ,,1

2. Pemberian penghargaan untuk
mendorong motivasi perubahan

2. Pemberia n penghargaan pegawai
teladan minimalsatu kali dalam
satu tahun

v

1 Manajemen

Perubahan

2. PelaksanaanManajemen

Perubahan

3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui
berbagai media kepada pihak internal
dan eksternal

3. Sosialbasi kegiatan Re6ormasi

Eirokrasi melalui berbagai med ia

sos ialbasisekreta riat

v v v v v v v tl v v {
2 Penataan Peraturan

Perundang-

U ndangan

1. Harmonisasiperaturan
perundang-undangan / produk
hukum satuan kerja

identifikasi, a nalisis, da n
pemetaan terhadap seluruh produk
hukum (keputusan, berita acara,
perjanjian kerjasama) di lingkungan
satuan kerja yang tidak
ha rmonis/sinkron

1. Melakukan 1. Telah dilakukan identifikasi,
analisis, dan pemetaa n terhadap
seluruh produk hukum
(keputusan, berita acara,
perjanjian kerjasama) di
lingkungan satuan kerja yang

! v v v v v v v v v v

v
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ilo AREA

PERUBAHAN
KEGIATAN SUB KEGIATAN IiI DIXATOR KE BER HASITAN

5

PEIAKSANAAN (BUIAN}

t 2 3 4 5 7 11 KETERANGAN

2 Melakukan revisiterhadap produk
hukum (keputusan, berita acara,
perjanjian kerjasama)di lingkungan
satuan kerja yang tidak
harmonis/sin kron.

2 Revisiatau produkhukum
(keputusan, berita acara,
perjanjian kerjasamal di
lingkungan satuan keria yang

tklak harmonb/sinkron.

7 10

v

13 16 L

\,1

2. Slstem Pengendalian dan
penyusunan produk hukum
satuan kerja

Penyusunan Sta ndar Operasional
Prosedur (SOP) produk hukum.

Jumlah naskah produkhukum yang

telah dibuavdirevisi melalui proses

sesuaidengan SOP.

v

3 Penguatan
(elembagaan/
Orpanisaci

1. Reorganisasi 1. Penataan SDM Terpenuhinya jumlah Pegawai
sesuai standar minimal v

1. Perluasanpenerapane-
government yang terintegrasi
dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan

n KPU

1, Pengiriman Pegawaf untuk mengikuti
Diklat/Uji Kompetensi 1. Pegawai mengikuti Diklat/Uji v v v v I v v v v { v v

2 Pengisian berbagaiaplikasi 2 1007o {seratus persen) aplftasi
terisi dengan baik

v v v ,l v v v v v v
2. lmplementasi Undang-Undang

Keterbukaan tnformasi publik

KPU

1. Pembentukan Pejabat pengeloh

lnformasi dan Dokumentasi (pplD) v

2. Pelaksanaan Kegiatan pplD 2. Pemenuhan permintaan terhadap
informasidan dokumentasi v v v v v ! v v v V v

3. Penyusunan dan penyampaian

laporan PPID

3. Tersedianya laporan pelaksanaan

PPID V v v v

3. Penerapan sistem kearsipan
yang handal

1, Penerapan sistem arcip 1. Arsip statb dan dinamb tertata
dengan baik v v v v v v v v v v

2. Kerjasama dengan Badan Arsip dan
Perpustakaan Daerah

2. Terjalin kerjasama dengan Badan

Arsip dan Perpustakaan Daerah v

3. Penerapane-office dalam layanan
pers urata n

3. Terlaksananya e.omce dalam
admin'rtrasi da hm persuratan v v v v , v v v v v v v

4. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan progam
penguatan tata laksana KpU

1. Penyusunan standart operasional I
soP l

1. SOP seluruh unit kerja telah
tersusun

v

2. PelaksanaanSOP 2. SOP seluruhunft kerjatelah
dilaksanakan v v v v v v v v v { v v

4 Penataan Tata

laksana

1. Tersedianya struktur pplD di
tingkat sahian kerja
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NO
AREA

PERUBA}IAAI
I(EGIATAN PETAXSANMN (BULAN)SUB KEGIATAAI INOIXATOR KEEERHASILAN

1 2 4 6 72 9 11 123
5 7 10 L2 77

KETERANGAN

5. Perbaikan berkelanjutan
progEm penguatan tata
laksana KpU

Evaluasi pelaksanaan SOp

lanjut pelaksanaan SOp

ya dokumen evaluasidan tindak

v v

1. Penilaian kinerja pegawai Melaksanakan penilaian kinerja pNS

melaluiSKP
Seluruh PNS melaksanakan SKp

v v

1. Tersedianya mekanisme
pemilihan pegawai teladan

1 Pemilihan pegawai teladan di
lingkungan satuan kerja

2. Tersedianya taporan dan
dokumentasi kegiatan pemilihan

pegawaiteladan

v

2. Rewardandpunishment

berbasb kinerja

2 Pengenaan sanksi disiplin bagi
pegawai yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan

3. Tersedianya laporan penegakan

disiplin v v v v v v v v v v v

3. Sbtem lnformasiASN Melaporkan data pegawai secara online 100% (seratus persen) pengisian

Sistem lnformasi penyelenggara

Pemilu (SIPP)
v ! v v V v v v v v

5. Penguatan Sistern

ManajemenSDM

4. Sbtem pengkaderan pegawai
A5N

Pelaksa naan kegiatan knowledge

bimbingan teknis

bagi peserta diklat dan
Laporan kegiatan kn owledge sharing

lingkungan satuan kerja v v v

1. Pemantauan capalan kinerja
secara berkala

Pelaporan kinerja Penyusunan Laporan Sistem
Aku ntabilitas Kinerja lnstansi
pemerintah (SAKlp)yang tepar isi

n waktu
v v v v v v v v v v

6 Penguatan

Akuntabilitas

2. Evaluasiinternal akuntabilitas
kinerja

pelaporan akuntabilitas kinerja

ng tepat isidan waktu

Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah ( tAKlp) v 7 v v

1. Smialisasidan internalisasi
pengawasan

n

Sosialisasi dan internalisasi gratifikasi
dan benturan kepentingan dilingkungan

benturan di

Terlaksananya sosialisasi dan
internalisasi dan gratiflkasi dan v rl v { v V v v v v v

1. Pembentukan satuan tugas Sistem
Pengendalian lntern pemerintah

1. Ditetapkannnya keputusan terkait
satuan tugas SPIP v

2. Terlaksanannya kegiatan Splp v v v v v v v v v

7

Pengawasan

2- Pembangunan sistem
pengattrasan intern

. Menyelengggaraka n kegiatan Splp
yang meliputi:
a. Menetapkan lingkungan
pengendalian

b. Melakukan penilaian resiko
c. Melakukan kegiatan pengendalian

d. Melakukan informasi dan

3. Penyampaian Laporan Sptp yang
tepat isidan waktu penyampaian

v v v v v v v v v v v
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NO

L

AREA

PERUBAHATI

2

KEGIATAN SUB I(EGIATAN I'{ DIXATO R KE BER HAS ILAN PELA|(SANAAN (BULAN)

1 2 3 4 5 7 8 1L KETERANGAN
4 5 6 8 9 10 11 t2 13 L4 15 16 77I

3. Penangananpengaduan

masyarakat KPU

e. Melakukan pemantauan
nenoPndalien intern

1. Pembangunan sistem pengaduan

masvarakqt
1 Tersedianyaunit pengelola

pengaduan masvarakat
2 Menyelenggarakan sistem

nanoadttrn mrcrnrl,:+
2 Tersedianya emaildan kotak

6ohdrr{rrih h-cu-r.L-t

3 Tersedianya laporan pengelolaan
Denora{ran mr<vrrrLr?

v v v ,,1 v v v v ,l v
3 Melakukan monitoringdan evaluasi

(i<tem nengaduan mesv, rtket
v v ! v v v t v v v v

8 Peningkatan

l(ualitas Pelayanan

Publik

1. Penerapan pelayanan satu atap
KPU

1. Kebijakan standar pelayanan 1- Tersedianya standar pelayanan V v v v
'I

v v v I v
2. Maklumat pelayanan lnformasi 2- Maklumatpelayanan permohonan

informasisesuai maklumat
v v v v v v v { ,l v v

3. Penyusunandan pelaksanaan SOp
nelavanan lnformasi

3. Tersedianya SOP pelapnan
lnformasi

v

4. Pelayanan dipusatkandalam satu
temDat

4. Pelayananterpaduyang
dinuqatkan dalem satu temhat

v ,1 v ,t { ,l { v v
2 Penerapan partisipasi publik

dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan

1. TeEedianyadan
teRelengga ranya hyanan Rumah
Or-r-' D^aih,

v v v ! ,l v v I v v v v Pelaksanaan Kelas

Pemilu
2. Melaksanakan kegiatan yang

melihatkan qtakphnlripr
2. Tenrujudnya kegiatan melibatkan

<trkFholder
I v v v v v v v v

3. KeSiatan penguatan pengelolan
pengaduan masyarakat yang

efektif da n terintegrasi secara
nasional

Pengelolaan pengaduan masyarakat 1 Dibentuknya helpdesk pengad uan
masyarakat

v

2 TersedianyaSOP pelayanan
pengaduan

v

3 Tedaksananyaevaluasi

pengaduanyang masuk
v v v

4. Penerapanrewardand
punishmentdalam
penyelenggaraan pelayanan
public

Penerapan reward and punishment
dalam penyelenggaraan pelayanan

Adanya kebijakan di masing-masing
satuan kerja terhadap pelayanan
yang memuaskan/tida k mem uaskan

v v v v ! v v
Berupa survey

kepuasan

masyarakat

dengan aslinya
PEM]LIHAN UMUM

Hukum

J

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 07 Januari2}22

Ketua Komisi Pemilihan Umurn
Kabupaten Pekalongan

ttd.

ABI RIZAL

1. Pendidikan bagipara pemilih


